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ABSTRAK
Keadaan apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undangundang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana kedudukan hakim dalam memutus suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan, agaimana putusan hakim yang berisikan ultra petitum dalam perspektif prinsip keadilan serta bagaimana akibat hukum putusan hakim yang berisikan ultra petitum dan tidak berisi ultra petitum.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska.
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah  kedudukan hakim dalam memutus suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Hakim dalam menunjukkan kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Putusan hakim yang berisikan ultra petitum dalam perspektif prinsip keadilan dapat  disimpulkan bahwa seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal – pasal hukum sebagai satu–satunya sumber hukum, namun. Akibat hukum putusan hakim yang berisikan ultra petitum dan tidak berisi ultra petitum adalah pada dasarnya putusan hakim yang mengandung unsur ultra petita atau ultra petitum sama saja keberadaannya dengan keputusan lainnya, yaitu mempunyai tiga sifat kekuatan, yang berimplikasi pada keputusan yang dibuat. Ketiga kekuatan tersebut adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan, kekuatan yang menjadikan putusan hakim sebagai suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, ketiga yaitu suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “neb is in idem” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.
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ABSTRACT



Circumstances if the judge has felt sufficient in examining the case submitted to him, then the time has come for him to give a decision on the case filed. In deciding the case, it is required in the law that in addition to being based on evidence that has been determined by law, it must also be based on the conviction of the judge. To determine the existence of this belief is not easy for judges in carrying out their professional duties. Such a situation is feared if the judge is wrong in determining his conviction, there will be an error which results in the judge's decision being unfair. Identification of the problem carried out is how the judge in deciding a case is related to the independence of the judge based on legislation, how the judge's decision containing ultra petitum in the principle of justice perspective and how the legal consequences of the judge's decision containing ultra petitum and not containing ultra petitum.

The research method that the researcher did was the specification of the research carried out was descriptive analytical. The normative juridical approach method, namely legal research that prioritizes the way of examining secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. The Data Collection Technique is a literature study, namely by searching for and collecting and reviewing the laws and regulations, the draft law on research, scientific journals. Data analysis is conducted in qualitative juridical, ie analysis used without using static formula.

The conclusion obtained in this study is that the position of the judge in deciding a case connected with the independence of the judge based on legislation is that the judge shows his independence, and his independence decides cases that are accountable to the public, the general public that he is impartial to anyone. Judges' decisions containing ultra petitum in the perspective of the principle of justice can be concluded that a judge in carrying out his judicial function is not only a trumpet of the law, which considers the articles of law as the only source of law, however. The legal consequences of a judge's decision containing ultra petitum and not containing ultra petitum are basically the judge's decision that contains ultra petita or ultra petitum elements is the same as the existence of other decisions, namely having three strengths, which have implications for decisions made. These three forces are the strength to be forced, the power that makes the judge's decision as an authentic deed according to the meaning of the Act, third is a verdict The judge has obtained a permanent legal force is the power to "fend off" a new lawsuit on the same matter, namely based on the principle of "neb is in idem" which means that no more decisions can be made in the same case.
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